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BAB I

PENDAHULUAN

5Di dalam bab ini peneliti akan membahas pendahuluan yang di dalamnya terdapat

la

nnbusw bueueyiqg |

1FeH

r belakang masalah. Latar belakang masalah membahas permasalahan dan berbagai

d

mena yang ada, fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan

g yelbeggs di
@
g

@puu

P elltian akan fenomena tersebut. Berbagai permasalahan dan fenomena yang terdapat

am H;atar belakang merupakan dasar yang digunakan peneliti untuk merumuskan masalah.
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S Ia:h'ilatar belakang masalah terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat

pu%fﬁue

gk&man permasalahan yang timbul dari topik penelitian.

eAdey ynan)a

Se

LSeteIah identifikasi masalah terdapat batasan penelitian. Di dalam batasan penelitian,

e} 1ul siiny

gpenelm membatasi penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Kemudian, terdapat juga

3
%rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah

5 |
gpenelitian diselesaikan. Setelah rumusan masalah terdapat tujuan penelitian. Dan bagian

=~

“terakhir adalah manfaat penelitian, dimana peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat

o

ue

Zmenambah pengetahuan bagi pembaca penelitian ini dan dijadikan banyak pihak sebagai

aAu

creferensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait serupa.

n

:JPEUWINS UBY)

Lat:ar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini sedang
berusaha untuk menjadi negara maju, proses perkembangan yang sedang dilakukan saat ini
meliputi bidang perekonomian, pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, dan hal-hal lainnya.
Semuarkemajuan ini didukung oleh adanya sistem perpajakan dimana setiap wajib pajak

yang térdaftar wajib dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
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Definisi dari pajak itu sendiri, diambil dari Undang-Undang No. 28 tahun 2007

tentangkKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib

Ckepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

eJejl

Zberdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

gdigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari
gb%gertlan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal wajib yang harus
%dliﬁksanakan oleh wajib pajak. Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP memiliki
%arét orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong
%pgak :yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-
S Y

%xu@angan perpajakan.

% Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan Indonesia, maka pemerintah
éterus 7me|akukan peningkatan penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor

w edu

ekonomi masyarakat, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM bisa dibilang memiliki omset dan laba yang kecil jika dibandingkan dengan badan-

wnjuesus

Xt

cbadan-usaha besar yang ada di Indonesia, namun UMKM memiliki keunggulan, yaitu

ep u

“keberadaannya. Jenis usaha UMKM dapat dijumpai diseluruh Indonesia mulai dari daerah

2Ausw

kecil Eingga daerah kota besar. Namun nyatanya jumlah UMKM yang banyak tidak setara

uexing

denga:ﬁ kontribusi penerimaan pajaknya. Jika dilihat dari data Dirjen Pajak tahun 2020, maka

apatggilinat bahwa dari total 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 2 juta yang

JSQ&JDS

membayar pajak dan mendaftar menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pemerintah giat
dalam=mencari cara agar potensi pajak yang diberikan dari sektor UMKM tercapai dengan
maksimal.

Namun, adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dalam rencana

pemeﬁltah untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Pandemi Covid-

19 yang melanda di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam sektor UMKM. Dilansir
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' dari (https://economy.okezone.com/read/2021/09/22/320/2475317/begini-kondisi-umkm-

selam@=pandemi-covid-19-11-juta-pelaku-usaha-gulung-tikar), Pada April 2020, Survei

cyang Eilakukan oleh Komunitas UMKM Naik Kelas menyatakan bahwa 83% UMKM

eJe)

Dberpofgnsi bangkrut akibat Covid-19 dan pada bulan Juli 2020 diadakan survei lagi yang

busw b

mEnyatakan bahwa potensi UMKM bangkrut menjadi 43%. Pada tahun berikutnya, dimana

pak Covid sudah meresap, diadakan lagi survei pada bulan Maret 2021, sudah ada 5,4%

s din

d

geo

Juta) UMKM yang bangkrut dan 34,8% masih berpotensi bangkrut. Pada survei Agustus

ueibe
—~~

tErdapat 19% (11 juta) UMKM yang sudah gulung tikar, dan 21,4% masih berpotensi

as neje
N

@epuﬁ}ﬁunﬁn 1a %d!g
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b gkrut Hal ini membuat dampak pandemi Covid-19 lebih parah daripada krisis ekonomi

21

ahkun 9:8 dan dikhawatirkan tingkat kepatuhan akan menurun.

‘:‘Guna menanggulangi dampak yang diberikan Covid-19, maka pemerintah

lur siny eAiey yn
bu

3

enerapkan beberapa kebijakan mulai dari pemberian Insentif Pajak. Dalam laporan Dirjen

w edu

Pajak§2020, terdapat insentif pajak yang diberikan kepada UMKM menurut Menteri

44/PMK Peraturan Keuangan Tahun 2020 No. 03. Dalam kebijakan tersebut, pajak final

wnjuesus

§UMKM ditanggung semua oleh pemerintah (DTP), kebijakan itu berlaku dari April 2020

w uep u

“sampai Desember 2020. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021,
édiseblitkan ada perpanjangan insentif pajak dari Februari 2021 menjadi Juni 2021. Menurut
§(Andt§ansyah & Farina, 2022), insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

5

n
c

“kepat@itian wajib pajak UMKM, pendapat yang sama dapat ditemukan juga di penelitian yang

0]
i

dilaktzkan oleh (Rachmawati & Ramayanti, 2016) dan penelitian (Pradnyani dkk., 2022).

‘ Tarif Pajak juga merupakan salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi
dampak Covid-19. Adanya penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa
beberapa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

DalarereneIitian terdahulu, penelitian yang dilakukan (Lazuardini dkk., 2018) mendapatkan

ueni
w


https://economy.okezone.com/read/2021/09/22/320/2475317/begini-kondisi-umkm-selama-pandemi-covid-19-11-juta-pelaku-usaha-gulung-tikar
https://economy.okezone.com/read/2021/09/22/320/2475317/begini-kondisi-umkm-selama-pandemi-covid-19-11-juta-pelaku-usaha-gulung-tikar
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hasil positif dan signifikan. Hal yang sama juga ditemukan di penelitian (Cahyani & Noviari,

2019Y,

=Sanksi Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mendorong

eJelqg i

=masyarakat dalam membayar pajak, oleh karena itu disaat pandemi, ada kebijakan mengenai

ou

gsa%ksiipajak yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan KEP-156/PJ/2020 yaitu berupa

C(‘)

vpenghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan melaporkan SPT Tahunan,
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Bibun

Di arapkan dengan ada kebijakan-kebijakan tersebut maka masyarakat akan termotivasi

as neje

]

an
c
Buepu

uk membayar pajaknya. Penelitian-penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang

dey yn

Fun-

m yaiakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

bu

epatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan (Andreansyah & Farina, 2022)

) Ul s’é_m ek

=8

pada UMKM di pasar Rebo, penelitian (Putra, 2022), dan penelitian (Pratama & Mulyani,

aw edu

2019) =

Pelayanan Pajak dapat dikatakan salah satu elemen yang penting dalam menjaga agar

gLUHJ,UEDU

ajib pajak tetap mau membayar pajak. Jika pelayanan baik maka wajib pajak akan merasa

uep u

dimudahkan dalam urusannya membayar pajak. Namun, pelayanan yang buruk akan

2Ausaw

membIJat wajib pajak menjauhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini berlaku bagi

Ming

pelayahan offline maupun online. Dan disaat pandemi seperti ini, pemerintah mulai

ue

ens@sialisasikan kembali layanan online https://djponline.pajak.go.id agar masyarakat bisa

:Jeqéuns

tetap mxelaksanakan keperluan perpajakannya tanpa harus keluar rumah dikarenakan kantor
pelayanan pajak banyak yang tutup. Oleh karena itu situasi pandemi Covid-19 memberikan
tantangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang tetap baik sehingga
kualitas layanan tetap terjaga dan wajib pajak nyaman untuk melaksanakan kewajibannya

memtgyar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitan-penelitian terdahulu.

Penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan semakin tinggi kualitas pelayanan, maka


https://djponline.pajak.go.id/
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| kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, pernyataan yang sama dapat ditemukan juga di

penelittan (Widodo & Muniroh, 2021).

:Kesadaran Pajak merupakan hal yang penting mengingat kesadaran pajak UMKM di

eJelqg -l

glndone8|a sangat rendah dan jumlah UMKM yang membayar pajak sangat amat rendah. Pada

gsa§ p:;ndemi Covid, pemerintah giat melakukan sosialisasi perpajakan seperti Konferensi
gNéslonal Perpajakan 2020 yang diselenggarakan oleh DJP dengan tujuan untuk
%ménlngkatkan kesadaran pajak masyarakat. (Sarasawati dkk., 2018) mengungkapkan bahwa
%k%adaran pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu
gjuga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016).

> C

%x gﬁ : Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada dan research gap dari penelitian

S

ebelumnya peneliti menambahkan variabel kesadaran pajak dikarenakan disaat pandemi

anyak UMKM yang gulung tikar sehingga masalah pembayaran pajak mulai mendapatkan

edu%l\uw

Bperhatlan lagi dan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi pertanyaan mengingat

oug

c

3
=

gmengénai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kesadaran

%pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ebanyak UMKM yang bangkrut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian

Idgnfltlkam Masalah
Dairi latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah

dalalizsebagai berikut:

119qyINns ueyinggguaw

1. kApakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa
pandemi Covid-19?
2.0 Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi
»Covid-19?
3.':Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa

:pandemi Covid-19?
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4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa
‘rpandemi Covid-19?

5. :;Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa
&panedmi Covid-19

6. ?Apakah kebijakan-kebijakan diatas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat

masa pandemi Covid-19?

Bdtasan Penelitian
Beidasarkan batasan masalah yang ada, karena keterbatasan waktu yang dimiliki

eIiﬁf maka peneliti membuat batasan penelitian sebagai berikut:

buepurBbuepun 16unpuniq eydig ey

[EEN

1n1 eAuey yn.nias neye@elbeqas dianbuaw buedeyq -

: ::Penelitian ini dilakukan pada periode September 2021- Agustus 2022.

N

: LObjek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM di daerah Jakarta Utara.

w

.E_{Peneliti melakukan penelitian terhadap insentif pajak, tarif pajak, sanski pajak,
pelayanan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disaat masa

3 pandemi Covid-19.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penguraian masalah yang terdapat pada latar belakang, identifikasi
asaléh, batasan masalah, serta batasan penelitian, maka peneliti membuat suatu rumusan

asalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak,

“pelayanan pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama

eqw%s uexgqa/{uaw U ueywniuesuaw eduey Ul si

masa f)andemi?”.
E. Tugjuan Penelitian

Sehubungan dengan batasan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang ingin
dicapé'ppeneliti adalah sebagai berikut:

178Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
jaajak selama pandemi.

S 6
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2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
@Iama pandemi.

u
3. 2Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

_E'Selama pandemi.
3
. zUntuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

S

=)
;'eoajak selama masa pandemi.

} urrgiiny eAdey ynanyas neje ueibeqas diynbusw bueseyiq *|

>
o
° 3
§5. g ntuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
c gpajak selama masa pandemi.
2 @
@ 6. éUntuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan diatas berpengaruh terhadap
S o
§ %_Jkepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.
Qo =)
)
M§nfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi
A
s

eouaw edue

manfait', diantaranya:
=
1. “Bagi Pembaca
“Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan referensi

__pembaca dibidang ilmu akuntansi.
=

Z.EBagi Peneliti Selanjutnya
(o g

[ =
;Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi ide atau referensi bagi peneliti

gselanjutnya untuk mengembangkan penelitian baru yang lebih inovatif.

:Jaquins ueyingaAuaw uep uejwnu

7
3.8Bagi Penulis
)

=Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang kepatuhan wajib pajak dan

ju

juga untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di

w0

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
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